
        
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 7  TAHUN 2012 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PADA PT. BANK LAMPUNG (PERSERO)  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 
 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur tentang 
investasi jangka pendek dan jangka panjang pemerintah 

daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat pada Bank Lampung (Persero). 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 
Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15); 
 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  

dan 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA PT. 
BANK LAMPUNG (PERSERO). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan 

persetujuan bersama Bupati. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Bupati Tulang Bawang Barat untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah. 

11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

13. Deviden adalah Pembagian laba kepada investor berdasarkan 

banyaknya investasi yang dimiliki. 

14. PT. Bank Lampung adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik 

Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. 



15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 

ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau 

manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

16. Investasi Jangka Panjang adalah penanaman sebagian aset daerah 

pada badan usaha lain dengan maksud untuk memperoleh 

pendapatan/manfaat dalam jangka waktu tertentu (lebih dari 1 

tahun). 

17. APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Pengertian modal daerah pada PT. Bank Lampung dimaksudkan 

sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber penerimaan daerah 

guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. 

(2) Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian daerah dalam menambah pendapatan asli daerah 

serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

 

BAB III 

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL 

 

Pasal 3 

 

(1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan 

uang dalam bentuk saham pada PT. Bank Lampung. 

(2) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Lampung sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).   

 

Pasal 4 

 

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan 

kepada APBD Tahun Anggaran 2012 dan akan ditindaklanjuti dengan 

perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat dan PT. Bank Lampung. 



Pasal 5 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan mengurangi besarnya 

nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah dengan perkembangan kinerja 

perseroan. 

(2) Penambahan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimna dimaksud 

pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD 

tahun berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
 

Pasal 6 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai pelaksanaan penyertan modal akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati dan berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.   
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

     Ditetapkan di Panaragan Jaya 

  pada tanggal 30 Mei 2012                        
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

                                                                                                dto. 

BACHTIAR BASRI 
 

Diundangkan di Panaragan Jaya 

pada tanggal 30 Mei 2012                        
 

            SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

                       dto. 

                  PARYANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
TAHUN 2012  NOMOR  7 
Salinan sesuai dengan aslinya 
      Kepala Bagian Hukum,  

 

 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 

     Pembina 

     NIP. 19770409 200212 1 008 

 



 
PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  

NOMOR 7 TAHUN 2012 

 TENTANG  

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  

PADA PT. BANK LAMPUNG (PERSERO)   

 

I. UMUM 
 

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan 

pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi 

yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri 

dari investasi permanen dan non-permanen. 
 

Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan 

disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan 

daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas  penyertaan modal Kabupaten Tulang Bawang 

Barat telah menunjuk PT. Bank Lampung untuk pelaksanaannya.  

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

 Cukup jelas. 
Pasal 6 

 Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 

   

TAMBAHAN  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 17 

 

 

 


